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Keywords: I{J:jfli(‘!li'!lg‘ }Jurm'rflxmlrh desa. Meﬂmld: Penelitian ini mmrggmmkn;x pendekatan
First keyword kualitafif deskriptif dengan feknik pc:anmpm’mr data melalui wawancar
Second keyword perangkat desa (Kaur Perencanann) seid dokumentasi APBDes tahun 2025,
Third keyword yang kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C.
Fourth keyword Edward I dengan empat indikator utama yaitu komunikasi, sumber daya,
Fifth keyword disposisi, dan struktur birokrasi. Results: Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi SIPD di Desa Ngampelsari masih belum berjalan optimal, terlihat
dari kendala komunikasi mengenai kewenangan antara desa dan kabupaten yang
menyebabkan sebagian usulan ditolak, keterbatasan sumber daya manusia yang
menguasai SIPD (hanya dua orang dari tujuh perangkat desa) serta minimnya
pelatihan, disposisi perangkat desa yang meskipun berkomitmen namun masih
sebatas administratif dan kurang menyentuh aspek transparansi publik, serta
lemahnya struktur birokrasi karena belum adanya SOP, koordinasi lintas level
vang tidak teratur, dan ketergantungan pada instruksi kabupaten. Novelty:
Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan data empiris
penggunaan SIPD di tingkat desa melalui kerangka teori Edwai§gI secara
komprehensif, yang memperlihatkan interaksi kompleks antara komunikasi,
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan
digital di desa, serta dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan
digitalisasi tata kelola desa di wilayah lain.
INTRODUCTION (12pt)

Transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia mgjupakan amanat penting
yang tertuang dalam berbagai regulasi. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) yang menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam mengelola
perencanaan, penganggaran, pelaporagf)dan evaluasi pembangunan berbasis sistem
elektronik. Regulasi ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta
efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya SIPD, diharapkan tata
kelola pemerintahan di tingkat daerah, termasuk desa, dapat lebih terintegrasi dan
mendukung prinsip good governance [1]. Sejalan dengan hal tersebut, Amanah (2018)
menegaskan bahwa Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 menjadi dasar penting bagi
pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), meskipun
implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi lintas kelembagaan|[2].

Di Jawa Timur, penerapan SIPD telah merata di seluruh kabupaten dan kota.
Provinsi ini menjadi salah satu wilayah dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia,
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sehingga keberhasilan SIPD di tingkat desa sangat menentukan integrasi pembangunan
daerah secara menyeluruh. Namun, berbagai laporan menunjukkan adanya disparitas
dalam pemanfaatan SIPD antar desa. Beberapa desa mampu mengoptimalkan SIPD
sebagai alat perencanaan, sementara desa lainnya masih terkendala literasi digital
perangkat desa, keterbatasan jaringan internet, hingga lemahnya koordinasi antar level
birokrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam agar SIPD benar-benar
dapat menjadi instrumen efektif untuk pembangunan daerah di Jawa Timur.
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Figure 1 5IPD LOGIN

Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, telah menggunakan SIPD
dalam mengajukan program kerja ke tingkat kabupaten. Berdasarkan wawancara dengan
Bu Winarti dan Pak Ilman selaku Kaur Perencanaan, setiap tahun desa selalu mengakses
SIPD untuk mengajukan program. Beberapa program yang pernah diajukan antara lain
pembangunan paving di kawasan Perumahan bumi candi asri dan Perumahan taman
Candiloka, serta pembangunan saluran air di Perumahan Bumi Candi Asri. Namun, tidak
semua program dapat terealisasi karena terdapat kendala kewenangan. Misalnya, usulan
pembangunan fasilitas desa yang ternyata termasuk kewenangan kabupaten sehingga
ditolak dalam sistem. Hal ini menyebabkanSIPD dianggap kurang efektif, meskipun tetap
digunakan sebagai instrumen formal dalam penyusunan usulan pembangunan desa.

Meskipun secara normatif SIPD diharapkan menjadi solusi digitalisasi tata kelola
pemerintahan, implementasi di lapangan menunjukkan tantangan yang signifikan.
Hambatan yang muncul diantaranya kurangnya kompetensi sumber daya manusia,
minimnya pelatihan operator SIPD, sehigga menjadi suatu kendala utama perangkat
desa dalam memahami kewenangan antara desa, kabupaten, dan provinsi. Akibatnya,
banyak usulan program kerja yang ditolak bukan karena tidak relevan, melainkan karena
salah penempatan kewenangan. Hal ini menyebabkan SIPD sering dianggap belum
efektif dalam mendukung pembangunan daerah, terutama pada level desa yang menjadi
ujung tombak pelayanan publik.




Type your title in here (8 pt)

Tabel 1. Status Terealisasi Program Kerja Desa Ngampelsari melalui SIPD Tahun 2025
Program Kegiatan Status Terealisasi

Pen;bangu.n;n Paving Perum BCA Belum Terealisasi
Pembangunan Saluran Air Perum BCA Belum Terealisasi
Pembangunan Fasilitas Perum Candiloka Sudah terealisasi (Juni-Juli)

Berdasarkan tabel program kerja Desa Ngampelsari, dapat diketahui bahwa tidak
semua usulan pembangunan yang diajukan melalui SIPD berhasil direalisasikan. Dari tiga
program utama yang tercatat, dua program yaitu pembangunan paving jalan dan
pembangunan saluran air di kawasan Perumahan Bumi Candi Asri belum terealisasi hingga
periode penelitian berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
perencanaan berbasis sistem dengan realisasi di lapangan. Meskipun program tersebut
merupakan kebutuhan mendesak masyarakat, keterhambatan proses realisasi
mencerminkan bahwa pengajuan program kerja melalui SIPD masih menghadapi kendala,
baik dari sisi kewenangan, teknis administrasi, maupun proses seleksi di tingkat kabupaten.
Sebaliknya, pembangunan fasilitas lingkungan di Perumahan Candiloka yang berhasil
dilaksanakan pada bulan Juni hingga Juli memperlihatkan bahwa SIPD tetap memiliki
potensi sebagai kanal formal perencanaan pembangunan desa jika usulan memenuhi
kriteria administrasi, kewenangan, dan kesiapan anggaran.

Perbedaan status realisasi antar program menunjukkan bahwa keberhasilan
implementasi SIPD tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sistem, tetapi juga oleh
pemahaman perangkat desa terhadap mekanisme, tata kelola kewenangan, dan
kelengkapan administrasi pengajuan program. Program yang gagal direalisasikan
umumnya disebabkan oleh ketidaksesuaian kewenangan, di mana sebagian usulan
sebenarnya merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten, bukan desa. Kondisi ini
mengindikasikan masih lemahnya kemampuan klasifikasi fggvenangan oleh perangkat
desa dalam pengisian data SIPD. Hal tersebut sejalan dengan teori implementasi kebijakan
Edward IIl bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sggpber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dengan demikian, SIPD di Desa Ngampelsari belum
sepenuhnya berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan pada kapasitas sumber
daya manusia dan kejelasan alur kewenangan, yang berdampak langsung terhadap
rendahnya tingkat realisasi program kerja desa.

Berdasarkan hasil wawancara, efektivitas pengajuan program kerja melalui SIPD di

Desa Ngampelsari dinilai masih rendah, hanya sekitar 50% usulan yang diterima.
Operator SIPD, yang sekaligus Kaur Perencanaan, mengaku tidak pernah mendapat
pelatihan khusus sehingga pengoperasian dilakukan secara otodidak dengan arahan
bendahara desa. Komunikasi antar perangkat desa dilakukan melalui perwakilan RT dan
RW, namun kendala utama muncul pada kategori kewenangan pembangunan. Jika usulan
dianggap berada di luar kewenangan desa, maka sistem otomatis menolak. Selain itu,
tidak adanya penjelasan mengenai alasan penolakan membuat perangkat desa kesulitan
memperbaiki usulan pada periode berikutnya. Hal ini memperlihatkan lemahnya aspek
komunikasi, sumber daya manusia, serta struktur birokrasi dalam implementasi SIPD.

Berbagai penelitian terdahulu memperkuat temuan ini. Vitriana & Ahyaruddin

(2022) menemukan bahwa kendala utama SIPD di Pekanbaru adalah keterbatasan sumber
daya manusia dan kurangnya pelatihan operator[3]. Wilansari, Jumiati, & Agustino (2022)
menekankan pentingnya koordinasi antar level pemerintahan dalam pemanfaatan SIPD
di Kabupaten Lebak[4]. Sementara itu, Afifah, Subarno, & Akbarini (2023) menegaskan
bahwa keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Wonosobo sangat ditentukan oleh
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kualitas komunikasi dan pemahaman operator terhadap kategori kewenangan|5].
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk
mengan@#)sis implementasi pengajuan program kerja berbasis SIPD di Desa Ngampelsari
dengan menggunakan teori George C. Edward III. Teori ini menyoroti empat pilar utama,
yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sehingga dapat
memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika implementasi SIPD di tingkat
desa gkaligus merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.[6]

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa
implementasi SIPD pada berbagai daerah menunjukkan hasil yang bervariasi, baik dari
sisi keberhasilan maupun kendala. Misalnya, penelitian Nanda dan Kusuma (2024)
menekankan pentingnya peran komunikasi dan koordinasi lintas level pemerintahan
dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD di Banyumas[7], sementara Vitriana
dan Ahyaruddin (2022) menemukan bahwa hambatan utama seringkali terletak pada
keterbatasan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur di daerah[3]. Sejalan
dengan itu, Lubis (2023) juga menyoroti bahwa regulasi yang jelas belum sepenuhnya
mampu menjamin efektivitas pelaksanaan SIPD tanpa adanya pemahaman yang baik dari
aparat pelaksana di lapangan[8]. Dengan mempertimbangkan temuan-temuan tersebut,
penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menganalisis implementasi pengajuan
program kerja berbasis web melalui SIPD di Desa Ngampelsari dengan menggunakan
(Epri implementasi George C. Edwards II. Analisis ini penting karena dapat menjelaskan
bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi
efektivitas pelaksanaan SIPD di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya
memberikan kontribusi akademis melalui pengayaan literatur mengenai implementasi
kebijakan berbasis teknologi informasi di pemerintahan desa, tetapi juga menawarkan
rekomendasi praktis yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah desa maupun
kabupaten dalam memperbaiki mekanisme pengajuan program kerja secara digital agar
lebih@ktif, transparan, dan akuntabel

Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa
implementasi SIPD di berbagai daerah menunjukkan hasil yang beragam, baik dari sisi
keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian Nanda
dan Kusuma (2024) menekankan pentingnya peran komunikasi dan koordinasi lintas
sektor dalam mendukung efektivitas implementasi SIPD pada tingkat kecamatan,
sementara Vitriana dan Ahyaruddin (2022) menemukan bahwa hambatan utama
penerapan SIPD lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan
rendahnya kapasitas teknis operator sistem di daerah. Sejalan dengan itu, Lubis (2023)
menegaskan bahwa keberadaan regulasi yang jelas tidak serta-merta menjamin efektivitas
implementasi SIPD apabila tidak diiringi dengan pemahaman kebijakan, kemampuan
teknis, serta kesiapan struktur birokrasi pelaksana. Berdasarkan temuan tersebut, terlihat
bahwa SIPD tidak hanya merupakan persoalan teknis sistem informasi, melainkan juga
terkait erat dengan dinamika organisasi, kompetensi sumber daya manusia, serta tata
kelola pemerintahan desa secara keseluruhan.

Dari uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara
mendalam implementasi pengajuan program kerja berbasis web melalui Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) di Desa Ngampelsari dengan menggunakan teori
implementasi kebijakan George C. Edwards III yang meliputi empat dimensi utama yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses
pengajuan program kerja, mengevaluasi peran SIPD dalam meningkatkan efektivitas
perencanaan pembangunan desa, serta menilai sejauh mana kesiapan perangkat desa
dalam mengoperasikan sistem tersebut. Selain memberikan kontribusi akademik dalam
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pengembangan kajian implementasi kebijakan berbasis teknologi informasi pada level
desa, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi pggktis bagi
pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel melalui optimalisasi
pemanfaatan SIPD




Type your title in here (8 pt)

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif, yang
bertuyjuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalanggpengajuan program kerja di Desa
Ngampelsari. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada
hasil akhir implementasi kebijakan, tetapi juga pada proses, pengalaman, persepsi, serta
dinamika yang terjadi di antara para pelaksana kebijakan dalam pengoperasian SIPD.
Dengan metode ini, peneliti dapat menggali informasi secara lebih komprehensif terkait
fgktor pendukung dan penghambat implementasi, sekaligus menganalisisnya melalui
kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III NG i 4 meliputi aspek
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Partisipan dalam penelitian ini
ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara
sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki keterlibatan langsung dalam
penggunaan SIPD. Informan penelitian terdiri dari Kepala Desa Ngampelsari sebagai
informan kunci, Sekretaris Desa sebagai penanggung jawab administrasi desa, Operator
SIPD sebagai pelaksana teknis sistem, serta dua perangkagplesa lain yang terlibat dalam
proses perencanaan dan pengajuan program kerja. Jenis informan dalam penelitian ini
dibedakan menjadi dua, yaitu informan kunci (kepala desa dan operator SIPD) dan
informan pendukung (sekretaris desa dan perangkat desa lainnya). Pembagian ini
dilakukan untuk memperoleh perspektif yang seimbang antara pengambil kebijakan dan
pelaksana teknis.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara index interview melalui wawancara
mendalam, observasi langsung, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara
dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti mengeksplorasi jawaban
informan secara fleksibel, namun tetap terarah pada fokus penelitian. Observasi dilakukan
dengan cara mengamati langsung proses pengajuan program kerja melalui SIPD, termasuk
cara pengisian data, proses unggah dokumen, serta alur verifikasi di tingkat desa dan
kecamatan. Dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa dokumen resmi desa,
tangkapan layar tampilan SIPD, surat pengajuan, serta data statistik program kerja desa.
Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bukuy, jurnal ilmiah terpercaya, regulasi
pemerintah, dan kebijakan terkait SIPD guna memperkuat landasan teoritisgan konseptual
penelitian. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui empat tahap utama. Tahap pertama
adalah tahap persiapan, yang meliputi penyusunan proposal penelitian, penentuan
informan, serta penyusunan pedoman wawancara dan instrumen observasi. Tahap kedua
adalah tahap mngumpulan data, yang mencakup pelaksanaan wawancara, observasi
lapangan, dan pengumpulanggokumen pendukung. Tahap ketiga adalah tahap analisis
data, yang dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi dan
tabel, serta penarikan kesimpulan sementara berdasarkan pola-pola temuan di lapangan.
Tahap keempat adalah tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan, yaitu dengan
melakukan pengecekan ulang data melalui triangulasi sumber dan teknik untuk
memastikan validitas dan reliabilitas data, serta menyusun hasil penelitian dalam bentuk
laporan ilmiah

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan
Huberman yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan
secara terus-menerus hingga diperoleh temuan yang valid dan konsisten. Untuk menjamin
keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik,
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dan triangulasi waktu. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat
kepercayaan yang tinggi serta mampu memberikan gambaran objektif mengenai
implementasi SIPD di Desa Ngampelsari.

RESWLTS

Penelitian ini menganalisiggnplementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(SIPD) di Desa Ngampelsari dengan menggunakan kerangka teori implementasi
kebijakan George C. Edward III. Teori ini dipilih karena mampu menjelaskan faktor-
faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi lghpijakan
publik, khususnya dalam konteks transformasi digital pemerintahan desa. Menurut
Edward III, keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berfungsi untuk
memastikan kebijakan tersampaikan dengan jelas kepada pelaksana, sumber daya
mencakup dukungan infrastruktur dan kompetensi SDM, disposisi menggambarkan
sikap serta komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur
birokrasi menentukan alur koordinasi dan mekanisme kerja antar lembaga[9].

Dalam konteks SIPD di Desa Ngampelsari, keempat aspek ini menjadi kunci dalam
memahami bagaimana proses pengajuan program kerja dilakukan secara digital.
Komunikasi berperan dalam menyampaikan informasi dari pemerintah kabupaten ke
perangkat desa dan sebaliknya, sumber daya menentukan kemampuan perangkat desa
dalam mengoperasikan sistem, disposisi merefleksikan sikap perangkat desa dalam
menerima perubahan sistem manual ke digital, sementara struktur birokrasi
menunjukkan sejauh mana alur kewenangan dan prosedur formal mendukung
kelancaran pengajuan program. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan dibahas
berdasarkan keempat indikator tersebut, diawali dengan definisi teoretis, dilanjutkan
dengan hasil wawancara dan data empiris, serta diperkuat melalui perbandingan dengan
penelitian terdahulu yang relevan.

1. Kogjunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi
merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik,
karena berkaitan langsung dengan kejelasan pesan, konsistensi informasi, serta tingkat
pemahaman pelaksana kebijakan di lapangan. Komunikasi yang efektif memastikan
bahwa kebijakan tidak hanya dipahami secara norn§itif, tetapi juga dapat diterjemahkan
secara operasional oleh pelaksana di tingkat desa. Dalam konteks implementasi Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), komunikasi tidak hanya mencakup
penyampaian informasi teknis penggunaan sistem, tetapi juga menyangkut pemahaman
substansial mengenai kewenangan program, alur persetujuan, serta koordinasi antara
pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten. Ketidaktepatan komunikasi berpotensi
menimbulkan kesalahan klasifikasi program kerja yang berujung pada penolakan usulan
dalam sistem SIPD.

Hasil wawancara dengan Ibu Winarti (Kaur Perencanaan Desa Ngampelsari)
menunjukkan bahwa perangkat desa kerap mengalami kendala dalam memahami
kategori kegiatan yang sesuai dengan kewenangan desa maupun kabupaten. Beliau
menyampaikan “Kadang kami bingung, apakah pengajuan itu masuk kewenangan desa atau
kabupaten. Kalau salah memasukkan kategori, ofomatis pengajuan ditolak di SIPD.” Hal serupa
diungkapkan oleh Pak Ilman (Kaur Perencanaan), yang menambahkan “Pengajuan
program memang dilakukan tiap tahun, tapi tidak semuanya diterima. Biasanya ada penolakan
karena kewenangan dinas berbeda, meskipun dari sisi desa program tersebut dianggap prioritas.”
Dari kutipan tersebut, terlihat bahwa kendala komunikasi menyebabkan miskonsepsi
dalam mengajukan program, sehingga memengaruhi tingkat realisasi program kerja
desa.
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Permasalahan komunikasi tersebut diperkuat oleh pola penyampaian informasi
yang masih bersifat satu arah dan tidak berkelanjutan. Informasi terkait perubahan
kategori program, pembaruan fitur SIPD, maupun kebijakan teknis terbaru umumnya
disampaikan melalui sosialisasi singkat atau pesan informal dari kecamatan, tanpa
adanya panduan tertulis yang rinci. Akibatnya, perangkat desa harus menafsirkan
sendiri instruksi yang diterima, yang meningkatkan risiko kesalahan input data. Kondisi
ini mencerminkan bahwa komunikasi dalam implementasi SIPD belum didukung oleh
Bekanisme klarifikasi dan umpan balik yang memadai, sebagaimana ditekankan dalam
teori Edward III bahwa komunikasi harus bersifat jelas, konsisten, dan dapat dipahami
secara seragam oleh seluruh pelaksana.

Tabel 2 Pola Komunikasi SIPD di Desa Ngampelsari
Aspek Bentuk Frekuensi  Permasalahan Dampak
Komunikasi Pelaksanaan

Sosialisasi Rapat Kecamatan Tidak Materi terbatas, = Pemahaman
SIPD rutin tidak detail teknis
rendah
Koordinasi Whatsapp/telepon | Insidental  Informasi tidak | Salah
Desa- terdokumentasi | klasifikasi
Kecamatan kewanangan
Penyampaian  Lisan Tidak Tidak ada  Usulan
Kebijakan terjadwal panduan sering
baru tertulis ditolak
Umpan balik Sistem SIPD Ada Alasan Sulit
penolakan penolakan melakukan
tidak rinci perbaikan

Tabel diatas menunjukkan bahwa pola komunikasi dalam implementasi SIPD di
Desa Ngampelsari masih didominasi oleh komunikasi informal dan tidak terstruktur.
Ketiadaan pedoman tertulis serta minimnya forum koordinasi rutin menyebabkan
informasi kebijakan tidak tersampaikan secara komprehensif. Dampaknya, perangkat
desa kesulitan melakukan evaluasi dan perbaikan usulan program kerja pada periode
berikutnya. Hal ini mengindikasikan bahwa lemahnya komunikasi bukan hanya
berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memengaruhi efektivitas perencanaan
pembangunan desa secara keseluruhan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wilansari dkk. (2022) yang
menyatakan bahwa komunikasi antar perangkat pemerintah yang tidak konsisten
menyebabkan ketidaksinkronan perencanaan pembangunan dalam SIPD. Sundari dkk.
(2024) juga menemukan bahwa lemahnya komunikasi lintas birokrasi berdampak pada
keterlambatan dan rendahnya tingkat realisasi program pembangunan daerah. Selain itu,
Lubis (2023) menegaskan bahwa implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019
masih menghadapi hambatan komunikasi karena kurangnya sosialisasi teknis yang
komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan
bahwa komunikasi yang belum optimal merupakan faktor penghambat utama dalam
efektivitas pengajuan program kerja melalui SIPD di Desa Ngampelsari.

2. Sumber Daya

Dalam kerangka teori George C. Edward III, sumber daya merupakan fondasi
utama yang menentukan berhasil tidaknya sebuah kebijakan diimplementasikan.
Edward menegaskan bahwa kebijakan, sebaik apa pun rumusannya, akan gagal jika
tidak ditopang oleh sumber daya yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun
kualitas (Lubis, 2023)[8]. Dalam konteks implementasi Sistem Informasi Pemerintahan
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Daerah (SIPD), sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia (SDM),
perangkat keras, infrastruktur jaringan internet, anggaran, hingga adanya dokumen
pendukung seperti SOP dan program pelatihan. Vitriana & Ahyaruddin (2022)
menambahkan bahwa dalam implementasi SIPD, ketersediaan operator yang terampil
dan dukungan teknis berupa perangkat keras serta jaringan internet yang stabil sangat
memengaruhi efektivitas input data[3].

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Ngampelsari memperlihatkan persoalan
yang nyata terkait keterbatasan sumber daya manusia. Pak ilman selaku operator SIPD
menyampaikan “Kanii belajar SIPD hanya secara otodidak, tidak ada pelatihan khusus dari
awal. Operator yang benar-benar bisa menjalankan sistem hanya dua orang, jadi kalau mereka
berhalangan, pekerjaan sering tertunda.” Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan
antara kebutuhan sistem digital yang kompleks dengan kesiapan kapasitas sumber daya
di tingkat desa. Keterbatasan jumlah operator menyebabkan terjadinya ketergantungan
pada individu tertentu, sehingga ketika salah satu operator berhalangan, proses
penginputan data dalam SIPD menjadi terganggu. Lebih jauh lagi, kondisi ini
menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang, mengingat pengelolaan data
perencanaan pembangunan desa membutuhkan ketelitian tinggi dan harus dilakukan
secara berulang.

Tabel 3 Data Sumber daya Perangkat Desa Ngampelsari Terkait SIPD

.. O

Kondisi Keterangan
Saat Ini
SDM Perangkat Orang 2 dari 7 Minimal 5 Perlupelatihan
Desa  yang orang orang tambahan
paham SIPD
SDM Operator Orang 1 orang 2 orang Perlu
SIPD aktif cadangan
tambahan jika
operator
utama
berhalangan
hadir
Perangkat Komputer/la  Unit 1 unit 3 unit Harus ada
Keras ptop  untuk komputer
input SIPD untuk SIPD
Perangkat = Koneksi Mbps 5 Mbps 10 Mbps | Sering
Keras Internet stabil tidak (Dedicated) gangguan saat
stabil upload Data
Anggaran  Biaya Rp Tidak Rp. Diusulkan
Pelatihan tersedia 5.000.0000/T  pada APBDes
SIPD ahun
Pelatihan | Pelatihan Kegiat  Belum Minimal 1  Perlu kerja
penggunaan an pernah kali/Tahun sama dengan
SIPD dilaksana Kecamatan/D
kan PMD
Dokumen  SOP Doku Belum 1 Dokumen Untuk
tasi penggunaan men Tersedia standarisasi
SIPD di Desa

Tabel di atas memperlihatkan secara jelas kesenjangan antara kondisi real di
lapangan dengan kebutuhan ideal untuk mendukung implementasi SIPD. Dari sisi SDM,
hanya 2 dari 7 perangkat desa yang memahami SIPD, jauh dari kebutuhan minimal 5
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orang agar distribusi beban kerja lebih merata. Operator aktif hanya ada 1 orang, padahal
idealnya ada 2 untuk saling menggantikan bila salah satu berhalangan. Dari sisi
perangkat keras, hanya tersedia 1 unit laptop, sementara kebutuhan minimal 3 unit agar
proses input data tidak terkendala. Koneksi internet pun tidak stabil, dengan kapasitas
hanya 5 Mbps, sehingga sering terjadi gangguan saat upload data yang cukup besar.
Selain itu, tidak ada anggaran khusus untuk pelatihan SIPD, dan sampai saat ini
pelatihan formal belum pernah dilaksanakan. Bahkan, dokumen penting berupa SOP
penggunaan SIPD juga belum tersedia.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Prastiwi dan Jumino (2018) yang
menekankan bahwa efektivitas aplikasi digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis
dan literasi pengguna, sehingga tanpa pelatihan yang memadai, implementasi sistem
sering tidak berjalan optimal Kondisi ini konsisten dengan penelitian terdahulu[11].
Afifah dkk. (2023) menemukan bahwa di Kabupaten Wonosobo, keterbatasan SDM dan
kurangnya pelatihan teknis menyebabkan keterlambatan input data pembangunan[5].
Sari (2022) di Kutai Timur juga menegaskan bahwa tanpa peningkatan kapasitas SDM,
SIPD hanya menjadi beban administratif semata[6]. Balgis dkk. (2021) di Aceh Barat
bahkan menyoroti bagaimana keterbatasan perangkat keras dan jaringan internet
menghambat efektivitas SIPD, meskipun aplikasi sudah tersedia[9]. Hal ini sejalan
dengan temuan Sundari dkk. (2024) di Kabupaten Probolinggo, yang menyatakan bahwa
tanpa dukungan anggaran dan SOP standar, implementasi SIPD menjadi tidak seragam
di tiap desa[10].

Keterbatasan sumber daya di Desa Ngampelsari juga berimplikasi pada aspek
efisiensi kerja. Dengan hanya dua operator, beban kerja menjadi terpusat dan cenderung
rawan error karena dikerjakan dalam waktu terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan
Karundeng dkk. (2021) di Kabupaten Kepulauan Sitaro, yang menjelaskan bahwa
keterbatasan jumlah staf pelaksana membuat implementasi SIPD berjalan lambat dan
tidak maksimal[12]. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masalah sumber daya
di Desa Ngampelsari bukan hanya persoalan jumnlah, tetapi juga kompetensi teknis,
distribusi beban kerja, dan minimnya dukungan pelatihan dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya bahwa
keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor paling krusial dalam
implementasi SIPD. Sama halnya dengan temuan di daerah lain, Desa Ngampelsari juga
menghadapi tantangan berupa kurangnya pelatihan formal, jumlah operator yang
terbatas, serta keterbatasan kemampuan teknis perangkat desgggtal ini menunjukkan
bahwa keberhasilan digitalisasi tata kelola pemerintahan desa tidak hanya bergantung
pada penyediaan aplikasi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya
manusia yang menjalankannya.

Kendala sumber daya manusia ini juga berhubungan dengan minimnya program
pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah. Sebagian besar perangkat desa di
Ngampelsari mengaku belajar secara mandiri dari pengalaman dan berbagi informasi
antaroperator. Padahal, sistem seperti SIPD membutuhkan pemahaman teknis yang
memadai agar data yang diinput tidak glah, karena kesalahan sekecil apa pun dapat
mempengaruhi perencanaan program desa secara keseluruhan. Temuan ini sejalan
dengan penelitian Afifah dkk. (2023) di Kabupaten Wonosobo yang menyebutkan bahwa
keterbatasan pelatihan menyebabkan perangkat kesulitan memahami mekanisme SIPD,
sehingga input data sering terlambat[5]. Demikian pula, Sari (2022) di Kutai Timur
menemukan bahwa rendahnya kapasitas sumber daya manusia mengakibatkan
keterlambatan dalam perencanaan pembangunan daerah karena data tidak terisi secara
konsisten[6].

Selain itu, penelitian Balgis dkk. (2021) di Aceh Barat memperkuat bahwa kesiapan
sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam implementasi SIPD[9]. Mereka
menemukan bahwa meskipun perangkat keras dan aplikasi tersedia, tanpa operator
yang kompeten, sistem tidak dapat berjalan optimal[9]. Sundari dkk. (2024) di Kabupaten
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Probolinggo juga mengidentifikasi bahwa keterbatasan tenaga terlatih menyebabkan
data program pembangunan desa tidak dapat diinput sesuai dengan timeline yang telah
ditentukan, sehingga memengaruhi sinkronisasi dengan rencana pembangunan
daerah[10]. Hal ini senada dengan penelitian Wilansari dkk. (2022) di Kabupaten Lebak
yang menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi penentu efektivitas
implementasi SIPD, bukan sekadar ketersediaan infrastruktur digital[4].

3. Disposisi

Menurut teori implemerigsi kebijakan George C. Edward III, disposisi merujuk
pada sikap, komitmen, serta motivasi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan.
Disposisi yang positif akan mendorong keberhasilan implementasi karena pelaksana
memiliki kesediaan untuk melaksanakan aturan dengan baik. Sebaliknya, jika disposisi
rendah, meskipun komunikasi dan sumber daya memadai, implementasi kebijakan tetap
akan menghadapi hambatan. Dalam konteks SIPD, disposisi perangkat desa tercermin
dalam sikap mereka terhadap kewajiban pelaporan, tingkat kedisiplinan, integritas, serta
transparansi dalam penginputan data.

Hasil wawancara dengan perangkat Desa Ngampelsari menunjukkan bahwa secara
umum mereka menerima penggunaan SIPD, namun komitmen pelaporan sering
terhambat karena keterbatasan waktu dan jumlah operator. Hanya ada satu operator
aktif yang mengurus seluruh proses pelaporan, sehingga ketika ia berhalangan hadir,
input data mengalami keterlambatan. Pak ilman menyatakan “Kalau saya tidak masuk,
biasanya laporan jadi tertunda karena belum ada pengganti yang bisa input SIPD.” Selain itu,
kesalahan input data sering terjadi karena keterbatasan pemahaman teknis dan
kurangnya pelatihan. Dari sisi motivasi, perangkat desa menganggap SIPD sebagai
kewajiban administratif, bukan sebagai sarana peningkatan transparansi. Hal ini juga
Bembuat laporan yang sudah masuk SIPD jarang dipublikasikan ke masyarakat desa.
Hal ini sejalan dengan temuan Rachman (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas
aplikasi pelayanan publik berbasis elektronik sangat dipengaruhi oleh komitmen dan
motivasi pelaksana, bukan hanya keberadaan sistem itu sendiri[13].

Tabel 4 Disposisi Perangkat Desa dalam Implementasi SIPD Desa Ngampelsarl
Aspek Disposisi Kondisi saat ini Kebutuhan Ideal Keterangan

Komitmen Perangkat desa  Pelaporan tepat Keterlambatan
terhadap bersedia waktu sesuai  karena
pelaporan menggunakan jadwal keterbatasan SDM
SIPD, tetapi sering dan waktu
terlambat input
Kedisplinan Hanya 1 operator | Minimal ada 2 Risiko tinggi jika
operator aktif vang | operator agar ada  operator
konsisten cadangan berhalangan hadir
Integritas dan Data diinput | Data lebih akurat Kesalahan terjadi
akurasi data sesuai dokumen | dengan verifikasi karena
tetapi sering salah | berlapis keterbatasan
input kemampuan
teknis
Responsivitas Menerima Peningkatan Sebagian
terhadap penggunaan SIPD | pemahaman teknis  perangkat
kebijakan sebagai kewajiban | dan praktik menanggap sistem
rumit
Transparansi Laporan diinput @ Laporan Transparansi
pelaporan ke SIPD tetapi @ dipublikasikan belum optimal
jarang dan mudah

dipublikasikan ke  diakses ke publik
masyarakat
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Motivasi dalam  Perangkat bekerja | Adanya Sistem dianggap
penggunaan SIPD  karena kewajiban | penghargaan atau menambah beban
bukan dorongan | insentif kerja
instrik

Tabel di atas memperlihatkan dinamika disposisi perangkat Desa Ngampelsari
dalam pelaporan melalui SIPD. Dari sisi komitmen, perangkat desa memang sudah
bersedia menggunakan SIPD, tetapi keterbatasan waktu dan jumlah operator membuat
input sering terlambat. Kedisiplinan operator juga menjadi isu, karena hanya ada satu
operator aktif, sehingga risiko keterlambatan tinggi ketika ia berhalangan hadir. Dari segi
integritas dan akurasi data, meskipun perangkat desa berusaha menginput sesuai
dokumen, kesalahan input masih kerap terjadi karena kurangnya kemampuan teknis
dan belum adanya verifikasi berlapis. Responsivitas terhadap kebijakan relatif baik
karena mereka menerima SIPD sebagai kewajiban administratif, namun sebagian
perangkat masih menganggap sistem ini rumit dan membebani. Selanjutnya,
transparansi pelaporan belum maksimal karena meski laporan sudah masuk ke SIPD,
publikasi kepada masyarakatjarang dilakukan. Terakhir, dari aspek motivasi, perangkat
cenderung menggunakan SIPD karena kewajiban, bukan karena dorongan intrinsik,
sehingga insentif atau bentuk penghargaan dianggap penting untuk meningkatkan
semangat.

Hasil di atas konsisten dengan penelitian Afifah dkk. (2023) di Kabupaten
Wonosobo yang menemukan bahwa keterbatasan operator membuat input data sering
terlambat([5]. Lubis (2023) juga menegaskan bahwa minimnya pelatihan teknis berakibat
pada rendahnya akurasi data dalam SIPD[8]. Selanjutnya, Karundeng dkk. (2021)
menunjukkan bahwa sebagian perangkat desa masih menilai SIPD sebagai sistem yang
rumit sehingga menurunkan motivasi dalam penggunaannya. Sementara itu, aspek
transparansi juga menjadi masalah umum. Citra (2023) dalam penelitiannya di
Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan bahwa meskipun SIPD dapat meningkatkan
akuntabilitas, publikasi laporan ke masyarakat belum berjalan optimal[l]. Dengan
demikian, kondisi di Desa Ngampelsari sejalan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, yaitu bahwa disposisi perangkat desa dalam bentuk komitmen,
kedisiplinan, motivasi, dan integritas sangat memengaruhi kualitas implementasi SIPD.

E Struktur Birokrasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi
merupakan kerangka kelembagaan yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan
melalui pembagian kewenangan, mekanisme koordinasi, serta standar operasional
prosedur (SOP). Struktur yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit-belit akan
mempercepat proses implementasi kebijakan, sebaliknya struktur birokrasi yang kaku,
rumit, dan tumpang tindih akan menjadi hambatan dalam keberhasilan program. Dalam
konteks implementasi SIPD di desa, struktur birokrasi mencakup hubungan antara desa
dengan kecamatan, kabupaten, serta unit teknis di pemerintah pusat yang bertanggung
jawab atas pengembangan sistem[14].

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ilman mengenai struktur birokrasi:
“Struktur kerja pelaporan melalui SIPD masih membingungkan. Kadang ada instruksi dari
kecamatan, tapi kemudian berubah lagi karena arahan dari kabupaten. Kami juga belum punya
SOP yang jelas di tingkat desa, jadi kadang penginputan data masih saling tanya antar perangkat.
Koordinasi dengan kecamatan juga sering terlambat karena operatornya terbatas.” (Wawancara,
Perangkat Desa Ngampelsari, 2025) Dari sini terlihat bahwa ketidakjelasan struktur
birokrasi menyebabkan kebingungan dalam alur kerja. Perangkat desa harus menunggu
arahan dari kecamatan atau kabupaten sebelum melakukan input, yang seringkali
menunda pelaporan.
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Tabel 5 Struktur Birokrasi dalam Implementasi SIPD di Desa Ngampelsari
Aspek struktur Kondisi saat ini Kebutuhan ideal Keterangan

SOP penggunaan

Belum Tersedia

1 Dokumen SOP

Perlu dibuat agar

SIPD Desa alur jelas
Koordinasi Desa- @ Tidak rutin hanya Rapat koordinasi Koordinasi minim
Kecamatan saat ada kendala rutin tiap bulan menyebabkan
misskomunikasi
Hubungan Desa- Hanya melalui  Mekanisme Informasi kadang
Kabupaten operator langsung k terlambat
kecematan Bappeda/BPKAD
Mekanisme Hanya ada di Ada pengawasan Desa tidak
pengawasan Tingkat kabupaten  internal desa memiliki  fungsi
monitoring sendiri
Alur pelaporam Kadang berubah Alur baku dan Membuat
sesuai intruksi Konsisten perangkat bingung
Hierarki tanggung | Operator desa jadi  Distrbusi  tugas  Beban kerja
jawab tumpuan utama jelas perbidang operator  terlalu
berat

Tabel di atas menunjukkan bahwa kelemahan utama dalam struktur birokrasi SIPD
di Desa Ngampelsari adalah ketidakjelasan SOP di tingkat desa. Hal ini menyebabkan
perangkat bekerja berdasarkan pengalaman masing-masing, tanpa standar yang
seragam. Koordinasi antara desa dan kecamatan juga belum berjalan optimal karena
hanya dilakukan ketika ada kendala, bukan secara rutin. Hubungan dengan kabupaten
pun masih bergantung pada operator kecamatan, sehingga desa sering terlambat
mendapatkan arahan terbaru. Selain itu, mekanisme pengawasan belum ada di tingkat
desa, sehingga seluruh kontrol dilakukan oleh kabupaten. Kondisi ini membuat desa
tidak memiliki fungsi monitoring mandiri. Alur pelaporan yang berubah-ubah juga
memperburuk situasi, karena perangkat harus menyesuaikan dengan arahan terbaru
tanpa ada pedoman tertulis. Akhirnya, hierarki tanggung jawab vang tidak jelas
membuat operator desa menjadi tumpuan utama, sementara perangkat lain kurang
terlibat aktif dalam pelaporan SIPD.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Arief & Hayati (2021) yang
menekankan bahwa aspek struktur birokrasi menjadi salah satu kendala utama dalam
implementasi SIPD karena distribusi tugas antarbidang tidak jelas[15]. Vitriana &
Ahyaruddin (2022) juga mencatat bahwa pelaporan SIPD di BPKAD Pekanbaru sering
terkendala akibat perubahan alur birokrasi yang tidak seragam antar level
pemerintahan[3]. Rivan dan Maksum (2019) juga menegaskan bahwa keberhasilan
sistem keuangan desa digital bergantung pada dukungan kelembagaan dan mekanisme
pengawasan yang jelas, yang hingga kini masih menjadi kelemahan dalam implementasi
SIPD di Desa Ngampelsari[16]. Karundeng dkk. (2021) menambahkan bahwa ketiadaan
SOP di daerah menyebabkan perangkat desa bekerja secara otodidak dan seringgalah
dalam proses input[12]. Dengan demikian, penelitian ini menguatkan bukti bahwa
struktur birokrasi yang belum jelas, minimnya koordinasi, dan ketiadaan SOP lokal
merupakan kendala mendasar dalam implementasi SIPD, yang berdampak langsung
pada efektivitas pelaporan di Desa Ngampelsari.

DISCUSSION
Berdasarkan hasil analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C.
Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur
birokrasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengajuan program kerja di Desa Ngampelsari




Type your title in here (8 pt)

belum berjalan secara optimal. Kendala utama terletak pada aspek komunikasi,
khususnya dalam pemahaman kewenangan antara desa dan kabupaten, yang
menyebabkan sejumlah usulan program pembangunan ditolak dalam sistem. Dari sisi
sumber daya, keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor
dominan, karena hanya dua perangkat desa yang mampu mengoperasikan SIPD secara
otodidak tanpa dukungan pelatihan resmi, ditambah dengan keterbatasan perangkat
keras dan jaringan internet. Pada aspek disposisi, perangkat desa menunjukkan sikap
menerima dan berkomitmen menjalankan SIPD, namun implementasinya masih bersifat
administratif dan belum diarahkan pada peningkatan transparansi publik. Sementara
itu, struktur birokrasi yang belum didukung oleh SOP dan mekanisme monitoring
internal menyebabkan pelaksanaan SIPD berjalan tanpa standar baku dan sangat
bergantung pada arahan dari pemerintah kabupaten.

Keberhasilan implementasi program dapat diukur dari sejauh mana SIPD mampu
memenuhi tujuan yang ditetapkan, yakni membantu pemerintah desa menyusun
perencanaan pembangunan yang sistematis dan terintegrasi. Di Ngampelsari,
keberhasilan ini terlihat dari adanya laporan tahunan yang sudah terdokumentasi di
SIPD dan dapat ditinjau ulang oleh kecamatan maupun kabupaten. Akan tetapi,
wawancara dengan Kaur Perencanaan mengungkapkan bahwa aplikasi hanya efektif
untuk sekitar 50% dari program yang diajukan, sementara sisanya ditolak tanpa
penjelasan rinci di sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi
masih terbatas pada aspek teknis input data, belum pada pencapaian tujuan
pembangunan yang nyata di lapangan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Lubis
(2023) yang menjelaskan bahwa meskipun Permendagri No. 70/2019 telah mengatur
implementasi SIPD, banyak daerah masih menghadapi kendala dalam memastikan
kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan realisasi program.

Dari sisi sumber daya, implementasi SIPD di Desa Ngampelsari menghadapi
hambatan signifikan. Berdasarkan hasil wawancara, hanya terdapat dua perangkat desa
yang memahami penggunaan SIPD, dengan satu orang operator utama yang
bertanggung jawab penuh. Seluruh keterampilan yang dimiliki operator berasal dari
pengalaman otodidak tanpa pelatihan resmi. Selain itu, keterbatasan perangkat keras
dan jaringan internet memperparah situasi, karena desa hanya memiliki satu unit
komputer dengan koneksi tidak stabil. Data lapangan menunjukkan bahwa idealnya
dibutuhkan minimal lima perangkat desa yang terlatih dan tiga unit komputer agar SIPD
dapat berjalan optimal. Situasi ini sesuai dengan temuan Vitriana & Ahyaruddin (2022)
di Pekanbaru dan Afifah dkk. (2023) di Wonosobo, yang menekankan bahwa
keterbatasan SDM dan sarana prasarana merupakan faktor utama penghambat
optimalisasi SIPD. Dengan demikian, tanpa investasi pada peningkatan kapasitas
sumber daya manusia dan dukungan infrastruktur, efektivitas implementasi SIPD akan
sulit tercapai.

Pada aspek disposisi, penelitian ini menemukan bahwa perangkat desa di
Ngampelsari menunjukkan sikap yang cukup positif terhadap keberadaan SIPD, namun
keterlibatan mereka masih terbatas. Operator dan Kaur Perencanaan berusaha
menjalankan kewajiban dengan baik, tetapi motivasi mereka cenderung administratif,
bukan sebagai sarana transparansi publik. Data laporan yang diinput jarang
dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga fungsi akuntabilitas belum maksimal. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa pelaporan lebih difokuskan pada memenuhi kewajiban
ke kabupaten, bukan pada membangun partisipasi warga desa. Fenomena ini sejalan
dengan penelitian Citra (2023) yang menemukan lemahnya keterkaitan antara SIPD dan
peningkatan transparansi publik di Kalimantan Selatan. Rachman (2022) juga
menekankan bahwa keberhasilan aplikasi pelayanan publik digital bergantung pada
disposisi pelaksana, bukan sekadar pada tersedianya sistem.

Indikator terakhir adalah struktur birokrasi, yang di Desa Ngampelsari masih
menghadapi kelemahan serius. Belum adanya SOP penggunaan SIPD menyebabkan
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operator bekerja tanpa standar baku, dan koordinasi antara desa, kecamatan, dan
kabupaten belum terjadwal secara konsisten. Operator hanya menunggu instruksi dari
kabupaten untuk menginput data sesuai deadline, sementara evaluasi dan monitoring
internal hampir tidak dilakukan. Kondisi ini sesuai dengan temuan Arief & Hayati (2021)
di Kabupaten Tabalong dan Karundeng dkk. (2021) di Kabupaten Sitaro yang
menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang lemah menghambat konsistensi
implementasi SIPD. Rivan & Maksum (2019) menambahkan bahwa tanpa adanya
pengawasan lintas kelembagaan, sistem keuangan desa berbasis digital berpotensi hanya
menjadi formalitas administratif. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan
pentingnya memperkuat struktur birokrasi dengan SOP yang jelas, monitoring lintas
lembaga, serta pelatihan rutin agar implementasi SIPD dapat lebih efektif dan
berkelanjutan.
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